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ABSTRAK

Pada tahun 2016 terjadi Pelanggaran HAM Berat di kamp re-edukasi/kamp pendidikan ulang
di Xinjiang berupa Kejahatan Kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Republik Tiongkok
terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya, hal ini disampaikan dalam Bab VIII
laporan Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights (OHCHR)/
Kantor Komisiaris Tinggi PBB untuk HAM tanggal 31 Agustus 2022. Menaggapi hal
tersebut Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Uyghur Human Rights Policy Act of
2020 yang menyatakan kecaman terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan
Pemerintah Republik Tiongkok terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya, serta
menyatakan ancaman sanksi apabila Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tidak
menghentikan Pelanggaran HAM Berat tersebut. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
menyatakan kamp re-edukasi/kamp pendidikan ulang tersebut hanyalah salah satu kebijakan
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam mengatasi ekstremisme agama, terorisme, dan
separatisme serta menyatakan Pemerintah Amerika Serikat telah ikut campur dalam urusan
dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1)
Bagaimana aspek legalitas Uyghur Human Rights Policy Act of 2020 yang dikeluarkan oleh
Amerika Serikat berdasarkan hukum. internasional?: 2) . Bagaimana dampak Uyghur Human
Rights Policy Act of 2020 ‘terhadap Amerika Serikat dan ‘Republik Rakyat Tiongkok?.
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan sifat penelitian
Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain; 1) Tindakan
Amerika Serikat mengeluarkan Uyghur Human Rights Policy Act of 2020 adalah tindakan
bertentangan dengan Hukum Internasional karena bertentangan dengan konsep kedaulatan
dan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 dan ayat 7 Piagam PBB,
dan tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai intervensi
kemanusiaan. Persyaratan yang dimaksud yaitu : Upaya-upaya di bawah intervensi
kemanusiaan belum dilakukan semua, seperti membawa kasus Pelanggaran HAM Berat ini
ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dan penggunaan
intervensi kemanusiaan seharusnya dilakukan dibawah otoritas lembaga yang berwenang
yakni Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB. 2)Tindakan
Amerika Serikat mengeluarkan Uyghur Human Rights Policy Act Of 2020 tampaknya tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukkan
Republik Rakyat Tiongkok kepada Muslim Uighur dan etnis Minoritas lainnya yang berada
di kamp re-edukasi.
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